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Walikota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 33 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015, perlu membentuk Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  
dan  Tata  Cara  Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5426); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5593); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 
Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 
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Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa 

Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 121); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem  
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala   Daerah  kepada  Dewan   Perwakilan       Rakyat 
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

32. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 334); 

33. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 56); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 

Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
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Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana 

telah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 681); 

38. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  
yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 540); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1744); 

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri A); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun  2014 Nomor 22  Seri A); 

44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri A); 

45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 42 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa 
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Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 42 

Seri A); 

46. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1090-

Keu/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan 
Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

47. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

48. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 

49. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3); 

50. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140); 

51. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 
144); 

52. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2015 Nomor 199); 

53. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 169); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan                      : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2015. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2015 semula berjumlah Rp. 1.370.399.401.725,00 
bertambah/berkurang sejumlah Rp 387.267.082.920,00 

sehingga menjadi Rp. 1.757.666.484.645,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 

 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a) Semula     Rp.            217.674.782.747,00 

b) Bertambah/(Berkurang)  Rp.              16.916.431.105,54 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah Perubahan    Rp.         234.591.213.852,54 

2. Pendapatan Transfer 

a) Semula     Rp.         1.110.658.247.622,00 

b) Bertambah/(Berkurang)  Rp.            192.873.931.200,20 

Jumlah Pendapatan Transfer  

Setelah Perubahan    Rp.      1.303.532.178.822,20 

Jumlah Pendapatan  
Setelah Perubahan    Rp.      1.538.123.392.674,74 

b. Belanja 

1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai 

1) Semula    Rp.            857.087.539.086,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.              57.516.712.689,10 

Jumlah Belanja Pegawai  

Setelah Perubahan   Rp.         914.604.251.775,10 

b) Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula    Rp.            356.075.026.783,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.            101.340.873.162,45 

Jumlah Belanja Barang  

dan Jasa Setelah Perubahan  Rp.         457.415.899.945,45 

c) Belanja Hibah 

1) Semula    Rp.              42.374.630.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                2.175.000.000,00 

Jumlah Belanja Hibah  

Setelah Perubahan   Rp.           44.549.630.000,00 

d) Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula    Rp.                7.729.620.758,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.              (1.250.008.322,00) 

Jumlah Belanja Bantuan  
Sosial Setelah Perubahan   Rp.             6.479.612.436,00 

Jumlah Belanja Operasi  

Setelah Perubahan    Rp.      1.423.049.394.156,55 

2. Belanja Modal 

a) Semula     Rp.              97.433.178.325,00 

b) Bertambah/(Berkurang)  Rp.            203.592.515.246,00 
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Jumlah Belanja Modal  

Setelah Perubahan    Rp.         301.025.693.571,00 

3. Belanja Tak Terduga 

a) Semula     Rp.                9.699.406.773,00 

b) Bertambah/(Berkurang)  Rp.              23.891.990.144,44 

Jumlah Belanja Tak Terduga  

Setelah Perubahan    Rp.           33.591.396.917,44 

c. Transfer 

1. Semula     Rp.                1.005.411.000,00 

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.                                    0,00 

Jumlah Transfer  

Setelah Perubahan    Rp.             1.005.411.000,00 

Jumlah Belanja  
Setelah Perubahan    Rp.      1.757.666.484.644,99 

Surplus/(Defisit)  

Setelah Perubahan    Rp.       (220.548.502.970,25) 

d. Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula     Rp.              44.778.451.356,00 

b) Bertambah/(Berkurang)   Rp.            194.627.561.214,25 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan    Rp.        239.406.012.570,25 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

c) Semula     Rp.                1.706.669.000,00 

d) Bertambah/(Berkurang)   Rp.              17.150.840.600,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Setelah Peubahan    Rp.          18.857.509.600,00 

Pembiayaan Nettto  

Setelah Perubahan    Rp.        220.548.502.970,25 

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan    Rp.                                0,00 

 
 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 

 
 
 

Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 1 Oktober 2015 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 1 Oktober 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

 
       Ttd. 

 
                      H. I. S. HIDAYAT 
 

 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 229 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

 
Ttd. 

 

H. BUDI BUDIMAN 


